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PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN

PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KINERJA

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Rencana Strategis Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015-

2019 dan Indikator Kinerja Utama serta target yang

harus dicapai sebagai arah pengawasan Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, diperlukan

suatu Pedoman Pengelolaan Kinerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu untuk menetapkan

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja di

Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);

3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 400);

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014

tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 1168);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 1842);

7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor1789);

8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Indikator

Kinerja Utama di lingkungan Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 751);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN

PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN

KINERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Pedoman Pengelolaan Kinerja di lingkungan Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun

2015-2019, untuk selanjutnya disebut Pedoman tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2

(1) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat

uraian Sistem Akuntabilitas Kinerja BPKP dan

mekanisme pengelolaan kinerja dalam rangka mencapai

target-target kinerja.

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

menjadi acuan bagi seluruh unit organisasi di lingkungan

BPKP mulai dari proses perencanaan, pengelolaan,

pengendalian kinerja, dan pelaporan.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Surat

Sekretaris Utama BPKP Nomor S-1384/SU/01/2/2007

tentang Pemberlakuan Pedoman Pengelolaan Data Kinerja

BPKP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 November 2016

KEPALA BADAN PENGAWASAN

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

ttd

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN

PENGAWASAN KEUANGAN DAN

PEMBANGUNAN

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KINERJA DI

LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

TAHUN 2015-2019

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengertian

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau

hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan

kuantitas dan kualitas terukur.

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran tingkat pencapaian

sasaran sebagaimana penjabaran dari visi dan misi yang

mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang

ditetapkan.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja

kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau

berkewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para

pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi

secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan

melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara

periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah

rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas dan prosedur yang

dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran kinerja,
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